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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 
2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal 
Kabupaten  Mojokerto” ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab 
pertanyaan tentang bagaiama pengasuhan anak di desa Dukuan, Mojokerto? dan 
Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 terhadap Hak 
Pengasuhan Anak? 
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan 
wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif 
analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan pola asuh di desa tersebut 
terlebih dahulu, kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum yang 
berdasarkan analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengasuhan yang ada di 
desa Dukuan ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang 
negara yang berlaku di Indonesia, orangtua meninggalkan anak begitu saja tanpa 
adanya pengasuhan dari orangtua nya ; kedua, ditinjau dari Undang-Undang No 
23 Tahun 2002(UU Perlindungan Anak) dan Hukum Islam  bahwasanya 
pengasuhan yang diberikan oleh orang tua yang ada di Desa Dukuan ini sangat 
bertentangan dan tidak sesuai dengan Hukum Yuridis namun ada beberapa juga 
bentuk pengasuhan yang dibenarkan menurut Hukum Islam seperti halnya 
orangtua yang memberikan hadiah untuk anaknya asalkan anaknya bisa 
berprestasi dan mau sholat di masjid namun orangtuanya tetap bekerja sebagai 
bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk keluarga. 
 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi para orang tua 
dimanapun berada lebih bijaklah dalam membagi waktu antara pekerjaanj dan 
mengasuh anak, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru yang timbul di 
masyarakat; kedua, bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan pergaulan 
bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dan 
dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan; ketiga, bagi para ilmuan 
untuk lebih memperdalam kajian teori tentang pengasuhan anak karena 
kurangnya referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan juga termasuk Sunnatullah yang ketika dikerjakan akan 
mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan juga tidak mendapatkan dosa 
tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.1 Dalam masalah 
perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif berbicara 
banyak dari mulai tentang cara mencari calon pendamping hidup yang baik,  
bagaimana cara memperlakukan pasangan yang baik, bagaimana juga untuk 
memenuhi kebutuhan pasangan baik suami maupun itri dalam memenuhi 
kebutuhan diantaranya hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan 
sendiri yang dibangun oleh antar sesama individu itu mempunyai tujan 
masing-masing yang mana tujuan tersebut untuk menjadikan keluarga kecil 
dari pasangan tersebut agar menjadi keluarga yang saki>nah, mawaddah, 
warahmah  serta guna menghasilkan keturunan  yang sholih-sholihah. 
                          
                     
 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia Menjadikan 
di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir.2 (QS. ar-Rum: 21). 
 
1Uwaidah KamildanMuhammad, Fiqih Wanita(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), 375. 
2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 
406. 
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Tujuan perkawinan itu sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi 
Undang-Undang Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam sekelompok 
masyarakat yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang 
diawali dari sebuah pernikahan dan melahirkan keturunan yang menjadi 
tanggung jawab besar yang oleh karenanya menimbulkan pertanggung 
jawaban.3 Keluarga merupakan cikal bakal perwujudan peradaban, baik-
buruknya masyarakat bisa dinilai dari profil-profil keluaga yang ada didalam 
lingkungan tersebut. Arti sebuah keluarga sendiri adalah saling memiliki, 
saling percaya, saling menghargai pendapat masing-masing, saling 
melindungi dan saling berbagi rasa. Setiap orang tua pasti menginginkan 
anaknya untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil bahkan tak ada 
satupun pastinya orang tua yang tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan 
banyak orang tua yang rela mengorbankan apapun demi untuk 
membahagiakan anaknya banyak orang tua yang sibuk untuk bekerja demi 
mewujudkan keinginannya untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak 
yang sukses dan berhasil namun lalai dalam kewajiban untuk mengasuh dan 
men didik anak-anaknya padahal justru guru terbaik atau ilmu pertama yang 
dimiliki anak itu hasil dari ke-dua orang tuanya. 
Anak merupakan karuni yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang 
tua masing-masing, hadirnya anak sendiri merupakan berkah yang harus di 
syukuri oleh para orang tua dan sudah kewajiban semua orang tua untuk 
3Abu Ahmadi dkk, Psikologi Sosial, cet ke-2(Jakarta: PT Rinek Cipt,1999), 239. 
                                                          

































menjaga,  mendidik, dan memberikan kasih sayang seutuhnya anugurah yang 
telah diberikan oleh Allah SWT. Karena kasih sayang yang diberikan oleh 
kedua orang tuanya bisa membuat mereka nyaman dan menjadikan pribadi 
anak tersebut lebih percaya diri bentuk kasih sayang kepada anak tidak harus 
dengan soal materi. Kebahagiaan anak sebenarnya bukan terletak atau hanya 
dengan uang namun anak juga sangat memerlukan kasih sayang dari orang 
tuanya dan dukungan penuh dari orang tuanya. 
Peran orang tua sejatinya sangat diperlukan untuk keberlanjutan dan 
kesuksesan anak dikemudian hari banyak diantaranya kasus-kasus 
penelantaran anak yang dilakukan orang tua data dari KPAI ( Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia ) menyebutkan dalam 7 tahun terakhir, 
ditemukan sebanyak 26.954 kasus anak berdasarkan 9 klaster, 3 klaster 
diantaranya merupakan kasus yang tertinggi. Komisioner KPAI Jastra Putra 
menyebutkan, pertama kasus anak berhadapan hukum baik pelaku maupun 
korban 9266 kasus, kedua kasus di keluarga dan pengasuhan alternatif baik 
korban perceraian orang tua, perebutan hak asuh dan kasus penelantaran ada 
5006, ketiga kasus serta Pornografi dan Cyber Crime baik sebagai korban 
maupun pelaku 2358 kasus. 
Hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat juga salah satu tujuan 
dari pernikahan itu sendiri agar dikaruniai anak yang sholeh - sholeha dan hal 
ini juga bisa dikatakan tidak menjaga amanat yang diberikan oleh Allah 
SWT. Mencari nafkah untuk kebutuhan anak adalah kewajiban yang harus 
dilakukan oleh orang tua namun menididik dan menyayangi anak juga 
menjadi komponen penting yang harus juga dilakukan oleh orang tua. Bukan 
berarti ketika orang tua memberikan pendidikan kepada anak dengan 

































memasukkan anak ke sekolah-sekolah kemudian tanggung jawab orang tua 
selesai, masih banyak tanggung jawab orang tua yang harus dikerjakan 
meskipun anaknya sudah dimasukkan di sekolah-sekolah seperti halnya 
menanyakan bagaimana sekolah kamu hari ini nak, banyak tugas atau ada 
tugas yang diberikan oleh Gurumu tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang 
sebenarnya sepeleh namun ketika di tanyakan kepada anak merupakan hal 
yang sangat berharga, karena anak akan merasa orang tua nya masih peduli 
dan orang tua nya masih sayang kepada nya. Kurangnya komunikasi  yang 
dijalin antara orang tua dan anaknya juga yang menurut penulis menjadi 
faktor utama yang menjadikan anak terlantar atau bisa dikatakan kurang 
perhatian sehingga anak banyak melakukan kejanggalan-kejanggalan yang 
semestinya tidak dilakukan oleh anak seumuran demikian. 
Sering di temui di masyarakat bahwasanya masih banyak anak yang 
kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga sering kita temui pula masalah-
masalah yang diakibatkan dari kenakalan-kenakalan anak usia dini ataupun 
yang sudah menginjak remaja banyak diantaranya anak yang masih di bawah 
umur sudah merokok atau bahkan sudah terkena obat-obatan terlarang atau 
yang sering disebut Narkotika. 
Seperti halnya masalah yang diangkat sebagi judul oleh penulis ini 
belakangan ini banyak anak yang ada di desa Bangsal Kabupaten Mojokerto 
ini banyak diantaranya anak-anak yang kurang perhatian atau hak-hak yang 
seharusnya dimiliki anak ini dari kewajiban orang tuanya tidak terpenuhi, 
banyak orang tuanya yang dengan sengaja bahkan hanya untuk 
mementingkan masalah ekonominya agar dapurnya tetap terkepul tetapi lalai 
terhadap kewajibannya terhadap anak-anaknya, bukan berarti kewajiban 

































orang tua itu hanya terbatas pada seorang anak itu mengenyam pendidikan 
sampai tuntas melainkan masih banyak kewajiban yang harus dipenuhi orang 
tua. 
Kondisi masyarakat yang ada di Desa Dukuan ini pekerjaanya bukan 
hanya sebagai petani seperti halnya masyarakat desa lain, tetapi diantara 
masyarakatnya ada yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kota besar yang 
ada di Jawa Timur ini. Oleh karenanya anak yang ada di Desa ini 
kebanyakan hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tuanya justru 
tidak di dapatkan oleh anak-anak di Desa ini. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Sesuai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
makapenulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Kajian umum tentang anak. 
2. Kajian umum tentang penelantaran anak. 
3. Dampak penelantaran anak dalam rumah tangga. 
4. Faktor-faktor penelantaran anak dalam rumah tangga. 
5. UU No.23 tahun 2002 tentang perlindung ananak. 
6. Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut Hukum Islam 
(Maslaha Mursalah).  
7. Bentuk pengasuhan anak di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian, maka dari 
identifikasi masalah agar pembahasan lebih terfokus dapat diambil batasan 
masalah, yaitu: 

































1. Pengasuhan anak di desa Bangsal, Mojokerto. 
2. Analisis UU No 23 Tahun 2002 dan Maslaha Mursalah terhadap Hak 
Pengasuhan Anak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka 
rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana pengasuhan anak di desa Bangsal, Mojokerto? 
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan  Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 terhadap Hak Pengasuhan Anak?  
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau  penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atas duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.  
Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan 
harus diperjelas. Pembahasan mengenai kekerasan atau terkait penelantaran 
anak dalam Rumah Tangga telah ditulis oleh para penulis sebelumnya, 
diantara penelitian-penelitian yang sudah ada ituadalah: 
Pertama penelitian saudara  Abdul Raziq dengan judul ”Perspektif 
Hukum Islam  dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga”.  Skripsi ini merupakan 

































hasil penelitian lapangan  (Field research)   di pusat pelayanan terpadu (PPT) 
di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam 
Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002,tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang 
Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak 
sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.4 
Kedua penelitian saudari  Umi Habibah  dengan judul  “Analisis 
Hukum Islam  dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
terhadap perjodohan anak dalam kandungan”.  Penelitian ini  merupakan 
penelitian lapangan (Field research)   yang penelitiannya dapat disimpulkan 
bahwa pada masyarakat desa Pangbetok terdapat praktek perjodohan pada 
usia kandungan lima bulan, setelah anak mereka lahir dan menginjak usia 
dewasa baru dilakukan peminangan dan pernikahan sesuai dengan adat 
mereka. Sedangkan dalam Undang-undang No.23 Perlindungan Anak.5 
Ketiga penelitian saudara  Ottoviani Saraswati  dengan judul  “Studi 
Komparasi antara UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam  tentang 
Perlindungan Anak”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustkaan (library 
research) yang pembahasannya bertitik pada  persamaan dan perbedaan 
tentang sanksi menurut Hukum Pidana Islam  dan UU No.23 Tahun 
2002tentang Perlindungan Anak.6 
4Abdul Raziq, Perspekti f Hukum Isla>m  dan UU No.23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak 
Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009),92 
5Umi Habibah, “Analisis Hukum  Islam  dan  UU No.23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak 
Terhadap Perjodohan Anak dalam Kandungan” (Skripsi   UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 78. 
6Ottoviani Saraswati, “Studi Komparasi antara UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana  Isla>m   
Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi UIN SunanAmpel Surabaya, 2005), 70. 
                                                          

































Keempat penelitian  M.Faishol Mu’arrof  dengan judul “Analisis 
Hukum Islam  terhadap pencegahan perkawainan pada usia anakanak dalam 
UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Data penelitian 
dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yangselanjutnya 
dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis dan pola piker 
deduktif.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah semata-mata 
untuk melindungi anak dari hal buruk yang dapat menimpanya. Dalam 
undang-undang perlindungan anak pihak yang ditunjuk untuk melakukan 
pencegahan adalah orang tua dan keluarga.7 
Kelima penelitian saudara  Mushoffa  Fauzi  dengan judul  “Analisis 
Hukum Islam  dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan”. Data penelitian ini dihimpun 
melalui teknik telaah dokumenter selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulan diambil 
melalui logika deduktif. Mengenai masalah hukum tindak aborsi anak korban 
pemerkosaan, penulis tidak sependapat dengan apa yang di fatwakan oleh 
MUI, dikarenakan bahwasanya fatwa MUI tersebut telah melakukan 
penyimpangan terhadap hak anak dengan jalan mengabaikan atau merampas 
hak-haknya anak yang masih berada dalam kandungan. Penulis lebih 
sependapat dengan Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardawi.8 
7Faishol Mu’arrof, “Analisis Hukum Isla>m  terhadap Pencegahan Perkawainan pada Usia Anak  
dalam  UU No.23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak” (Skripsi  UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2007), 71. 
8Mushoffa Fauzi, “Analisis Hukum Isla>m  dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 
60. 
                                                          

































Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas 
bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi 
sebelumnya. Karena dalam penelitian ini titik penekanannya pada tinjauan 
Hukum Islam terhadap Pengasuhan Anak. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui pengasuhan anak di desa Bangsal, Mojokerto. 
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 terhadap Hak Pengasuhan Anak. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta 
memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat 
khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, 
penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hokum pernikahan dalam 
Islam yang termasuk dalam kajian Hukum Keluarga tentang masalah 
penelantaran anak dan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seorang anak 
dalam sebuah keluarga. 
2. Kegunaan Praktis 

































Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan 
pustaka bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis, adalah sebagai latihan 
dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang 
penulis dapatkan selama perkuliahan. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi yakni 
“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Terhadap 
Hak Pengasuhan Anak StudiI Kasus Desa Dukuan Kecamatan Bangsal 
Kabupaten  Mojokerto” maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari 
judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut: 
1. Pengasuhan anak yang dimaksudkan disini adalah hak pengasuhan yang 
tidak diberikan oleh orangtua kepada anaknya secara maksimal. 
2. Hukum Islam yang disini berasal dari Ayat-Ayat Al-Qur’an, Hadist, dan 
pendapat ulama’ tentang pengasuhan anak dan analisis Undang-Undang 
No 23 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang memuat uraian 
tentang perlindungan anak, yang digunakan sebagai pisau analisis hak 
pengasuhan anak yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa 
Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan 
(field reseach). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

































menghadirkan data deskriptif beberapa kata tertulis atau lisan dari orang-
orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang 
mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus 
penelitian.9Adapun tahapannya sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai 
berikut: 
a. Perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku 
b. Bentuk pengasuhan yang dibenarkan menurut Maslaha Mursalah 
c. Pengasuhan anak yang baik dan benar menurut UU No 23 Tahun 2002 
dan Maslaha Mursalah 
d. Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak menurut UU No 23 
Tahun 2002 dan Maslaha Mursalah. 
e. Pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bangsal, 
Mojokerto. 
2. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 
darimana data dapat diperoleh.10 Adapun sumber data dalam penelitian ini 
terdiri dari: 
a. Sumber Primer 
9Lexi. J. Moeloeng, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung:RemajaRosdaKarya, 2011), 123. 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 129. 
                                                          

































Sumber primer merupakan bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru 
tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.11 
Adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat 
mengikat. Yang dapat bersifat mandatory authority (meliputi 
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum 
sendiri dan putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi 
peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi 
menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi 
negara lain).12 Adapun dalam penelitian ini sumber primer diantaranya 
adalah hasil sumber wawancara dengan informan yang menjadi 
sumber penelitian yakni; 
1) Kepala Desa 
2) Tokoh Masyarakat 
3) Masyarakat sekitar 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi 
tentang bahan primer.13 Hal ini dapat meliputi buku-buku hukum yang 
ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, 
jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, 
komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain 
sebagainya. 
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), 29. 
12 Dyah Octhorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2015), 52. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), 29. 
                                                          

































Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder diantaranya 
berupa: 
1) Buku Perlindungan anak dalam Islam karangan Komisi 
Perlindungan Anak 
2) Buku Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam karangan 
Fuaduddin TM, M. ED. 
3) Buku Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam karangan 
Istiadah, MA. 
4) Sumber-Sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 
hukum. (baik normatif maupun sosiologis).14 Penelitian ini berusaha 
mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau 
dokumen.  
b. Wawancara 
Wawancara dapat digunakan di dalam penelitian hukum 
sosiologi satau empiris dengan jalan tanya jawab.15 Wawancara 
dianggap metode paling efektif dalam pengumpulan data primer 
karena dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk 
menanyakan perihal pribadi responden,  fakta-fakta yang ada dan 
pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-
14AmiruddindanZainalAsikin, PengantarMetodePenelitianHukum (Jakarta: PT Raja 
GrafindoPersada, 2013), 68. 
15SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015),68. 
                                                          

































saran responden.16 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni 
menggunakan wawancara yang terstruktur, peneliti membuat daftar 
pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan 
subjek yang menjadi penilitan dengan narasumber yang berjumlah 7 
orang. 
 
4. Teknik Pengolahan Data 
Data-data yang telah diperoleh dari hasil penggalian terhadap 
sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 
mliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.17 Teknik ini 
digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 
sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber 
studi dokumentasi. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 
diperoleh.18 
c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisi selanjutnya terhadap 
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
16Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek  (Jakarta: SinarGrafika, 1996), 57. 
17Chalid Nabukodan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153. 
18Ibid., 154. 
                                                          

































sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 
sehingga diperoleh kesimpulan.19 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dan memahamiapa yang ada dalam skripsi ini, 
peneliti membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang 
lainnya saling berkaitan, sehinnga skripsi ini merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagaiberikut: 
Bab pertama, pada bab berisi tentang pendahuluan yang memuat 
suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut 
kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan 
pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam mrumuskan 
masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian 
singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis 
sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan 
penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan 
penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. 
Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan 
penelitian dan dalam penulisannya menggunkan sistematika pembahasan 
sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.  
Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan 
digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang 
19Ibid., 195. 
                                                          

































tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih 
khusus yang berisi ketentuan mengenai konsep tata cara mengasuh anak dan 
hubungan intra keluarga yang baik, yang meliputi hak dan kewajiban orang 
tua dalam mengasuh anak yang diatur KHI ( Kompilasi Hukum Islam )  
Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. 
Yakni data penelitian yang terdiri atas: profil dari desa tersebut, baik dari 
faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan masalah sosial yang ada di desa 
tersebut. Pengasuhan anak yang tepat dan benar menurut Kompilasi Hukum 
Islam, profil dari keluarga tersebut serta bentuk pengasuhan yang seharusnya 
diterapkan dari keluarga tersebut.   
Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil 
daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga 
sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. 
Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan 
masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.  
Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan 
serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa 
analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas 







































PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 
 
A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 
bersetubuh. Berasal dari kata an-nika>h yang menurut bahasa berarti 
mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.
1
 Sedangkan 
menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang 
berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun 
tumbuhan”.2 
Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antra seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 




Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 




                                                          
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), 8.  
2
 Ibid., 10. 
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
4
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. 


































B. Dasar Hukum Perkawinan 
Dasar hukum anjuran untuk menikah terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 
yang artinya  “Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ialah: Menjadikan bagi 
kamu dari jenismu sendiri,  pasangan-pasanganmu, supaya kamu 
berketenangan kepadanya dan Allah menjadikan antara kamu yang 
berpasangan itu kasih sayang dan cinta mesra. Bahwasanya pada yang 
demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi segala mereka yang 
berfikir”.5  
Terdapat juga dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya “Dan nikahkanlah  
olehmu akan orang-orang yang bujang daripada kamu dan akan orang-orang 
yang saleh-saleh dari budak-budakmu yang lelaki dan yang perempuan.  Jika 
mereka miskin, tentulah Allah akan memampukan kepada mereka dengan 
karunia-Nya dan Allah itu Maha luas pemberianNya lagi Maha 
Mengetahui‟‟.6 
Terdapat juga dalam surat An-Nisa‟ ayat 3 yang artinya “Dan jika kamu 
takut akan tiada berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah 
olehmu mana yang kamu pandang baik dari kaum perempuan : Dua, tiga atau 
empat. Maka jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil, cukupilah dengan 
seorang sahaja atau sedekat-dekat jalan kepada berlaku lempang ; tiada 
curang dan tiada memberatkan pundak‟‟.7 
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C. Hikmah Dan Tujuan serta Rukun dan Syarat Perkawinan 
Islam menganjurkan bagi setiap manusia untuk melangsungkan 
pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan mempunyai pengaruh yang baik 
atau hikmah yang terkandung dibaliknya. Baik bagi pelakunya sendiri, 
masyarakat maupun seluruh umat manusia pada umumnya.  
         Berikut diantara beberapa hikmah pernikahan yang ada:
8
 
a. Dengan penikahan badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata 
terpelihara dari melihat sesuatu yang haram dan menimbulkan perasaan 
yang tenang menikmati barang yang halal. 
b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi anak yang 
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 
memlihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. 
c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 
suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-
perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang 
menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 
d. Menyadari tanggungjawab memiliki istri dan menanggung anak-anak 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sunggu dalam memperkuat bakat 
dan pembawaan seseorang. 
e. Pembagian tugas antara suami istri, dimana yang satu mengurusi dan 
mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai 
                                                          
8
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Terjemah oleh Drs. Moh. Thalib, (Bandung: PT Alma‟arif, 1981), 
14-17. 

































dengan batas-batas tanggungjawab antara suami istri dalam menangani 
tugas-tugasnya. 
f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 
memperteguh kelenggangan rassa cinta antara keluarga dan 
memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam 
direstui. 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 
keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara 
perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, 
dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 
lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun 
itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian 
atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang 
berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang 
berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur 
yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak 
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
9
 
Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan 
berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud 
melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus 
                                                          
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 59. 

































ada. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan 
keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.
10
 
Rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat 
(ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan mahar bukan 
merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah 
merupakan syarat seperti saksi. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat 
dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukum 
menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.
11
 
Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak 
berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya 
membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut 
lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Di 
dalan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membeicarakan rukun 
perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang sekeluruhan 
rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi‟iy dengan tidak memasukkan mahar 
dalam rukun.
12
 Berikut penjelasannya: 
a. Akad Nikah 
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 
pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan 
qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul 
adalah penerimaan dari pihak kedua.  
                                                          
10
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), 45. 
11
 Wahbah Zauhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), 45. 
12
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 61. 

































Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun 
perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan 
beberapa syarat. Diantaran syarat tersebut ada yang disepakati oleh 
ulama dan diantaranya diperselihsihkan oleh ulama. Berikut 
diantaranya: 
1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. 
2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si 
perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan. 
3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa 
terputus walaupun sesaat. 
4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang 
bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena 
perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup. 
Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus 
terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafaz 
sindiran memerlukan niat, sedang saksi tidak dapat mengetahui apa 
yang diniatkan seseorang. 
Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad 
perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin 
Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan itu 
sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.
13
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 63. 

































Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur 
akad perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang 
keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh. 
b. Mempelai laki-laki dan perempuan 
Ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan 
syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali 
mempelai.
14
 Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau 
sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam al-Qur‟an. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:
15
 
1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang 
lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, 
dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya. 
2) Keduanya sama-sama beragama islam, adapun tentang kawin 
lain agama merupakan pengecualian. 
3) Antara keduanya tidak terlarang melngsungkan perkawinan. 
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula 
dengan pihak yang  mengawininya. Adapun mengenai izin 
perkawinan ini banyak terdapat perbedaan pendapat. 
Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk 
melangsungkan perkawinan 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, Terjemah oleh Masykur A.B, dkk, 
(Jakarta: Lentera, 1996), 315. 
15
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 64-66. 

































Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri syarat mempelai 
yang hendak melangsungkan perkawinan secara jelas diatur pada 
Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut: 
a)  Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
b)  Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang 




Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas persyaratan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan 
sebagai berikut: 
(1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 






Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang 
yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan 
atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang 
yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad 
nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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 Kompilasi Hukum Islam. 
18
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 69. 

































Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga 
kelompok: Pertama; wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali 
kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua; wali 
mu’tiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas 
hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketiga; wali hakim, yaitu orang 




Seseorang berhak menjadi wali bila telah memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang 
gila tidak berhak menjadi wali. 
2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalm hal ini, 
ulama Hanafiyah dan ulama Syi‟ah Imamiyah mempunyai 
pendapat yanng berbeda dalam persyaratan ini. 
3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjaid 
wali untuk muslim. 
4) Orang merdeka. 
5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.  
6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya tidak boleh 
menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 
maslahat dalam perkawinan tersebut. 
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7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan 
tidak sering terlibat dengan dosa kecil. 
8) Tidak sedang melakukan ihram. 
Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan 
adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang 
melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. 
Yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang 
tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai 
izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Yang demikian pun 
bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini 
mengandung arti bila calon mempelai telah mencapai 21 tahun, 
peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 
ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). 
Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan 
dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya 
mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi‟iyah. Wali 
ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. 
d. Saksi 
Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya 
ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan 
dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.
20
 
Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu; 
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1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban 
persaksian; telah baligh dan berakal. 
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna 
pengumuman akan pernikahan tersebut. 




Adapun syarat-syarat saksi menurut pendapat Prof. Dr. 




1) Akal. Tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah. 
Karena tujuan persaksian tidak tewujud, yakni mengumumkan 
dan menetapkan pernikahan di masa datang ketika ada 
pengingkaran. 
2) Baligh. Tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah 
mumayyiz (tamyiz). Karena kehadiran anak kecil tidak 
merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan 
menghargai prosesi pernikahan. 
3) Berbilang. Syarat ini disepakati ahli fikih. Akad nikah tidak 
akan terlaksana dengan satu saksi saja, karena sebagaimana 
yang terkandung dalam hadits yang berbuyi: 
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Maksudnya: “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali 
dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daru Qutni dan Ibnu 
Hibban) 
 
4) Lelaki. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain 
ulama Hanafiyah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua 
orang laki-laki. 
5) Merdeka. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama kecuali 
ulama Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang 
yang merdeka. 
6) Adil. Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, 
sekalipun hanya secara lahiriyah. Yaitu orang yang keadaannya 
tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan 
penyelewangan. 
7) Islam. Syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. 
8) Dapat melihat. Ini merupakan syarat menurut ulama Syafi‟iyah, 
dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak 
dapat diterima karena perkataan tidak dapat ditangkap secara 
sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan 
mendengarkannya. 
9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan 
akad dan memahaminya. Ini merupakan syarat menurut 
mayoritas para ahli fikih. 
Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran 
saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-Undang 

































Perkawinan meyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan 
Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang mebolehkan 




Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam 
perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh 
menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafi‟iyah. Ketentuan saksi 




D. H}ad{a>nah  dalam Hukum Islam 
1. Pengertian H}ad}a>nah  
Secara bahasa, h}ad}a>nah  (ٌةَناَضَح)   yang jamaknya berarti 
ahd}an ٌناَضْحَا) ) atau hud}un (ٌنُضُح)  diambil dari kata (ٌنْضِح) yaitu: 
Anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga al-kayh (bagian 
badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan 
hid}n as-shay, yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu. Burung 
dikatakan h}ad}anah al-tha>’ir bayd}a>hu َنَضَح ُهَضْيَبُرِئاَّطلا ), ketika 
burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan ( mengempit ) 
telurmya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian 
pula, sebutan h}ad}a>nah diberikan kepada seorang perempuan (ibu) 
manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta 
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Menurut Wahbah Zuhaili, h}ad}a>nah adalah mendidik dan 
memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-
urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa 
mandiri itu misalnya karena ia belum tamyiz, seperti anak kecil dan orang 
gila. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara melindungi segala 
urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, 




Sedangkan menurut al-Shan‟ani, yang dimaksud h}ad}a>nah 
adalah mengasuh seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan 
memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat 
merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.
27
 
Adapun Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika 
suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak, 
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Imama Malik sendiri menyatakan bahwa h}ad}a>nah lebih baik 
diberikan kepada Ibu. Hal itu dituliskan dalam kitab karangan beliau al-
Muwaththa’ yang berbunyi 
 
Maksudnya: “Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih 
pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak 
atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).”  
 
Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara 
harta anak kecil serta mengatur pembelanjaanya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Abu Zahra yang membgi perwakian terhadap anak kecil 
semenjak ia dilahirkan menjadi 3 bagian, yaitu: 
Pertama, perwalian terhadap pendidikan dasar anak, yaitu 
h}ad}a>nah  
Kedua, perwalian terhadap perlindungan diri anak, yang 
berlangsung sejak abad melewati umur h}ad}a>nah sampai ia balig. 
Bagian ini berlaku juga bagi orang gila, orang yang mengalami 
keterbelakangan mental, perempuan belum menikah (perawan) dan janda 
yang dikhawatirkan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. 
Ketiga, perwalian terhadap harta anak, yang berlaku pada anak-
anak, orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang 
yang boros, orang yang suka lupa, dan orang-orang lemah.
30
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa h}ad}a>nah adalah 
pengasuhan dan pendidikan terhadap anak kecil yang belum bisa 
mengurus urusanya sendiri. h}ad}a>nah dilakukan setelah terjadinya 
perceraian sampai mereka mampu mandiri dalam menghadapi realita 
kehidupan. 
2. Dasar Hukum H}ad}a>nah 
  Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya 
adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam 
ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah 
Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-
Baqarah (2) ayat 233: 
             
“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak 
dan istrinya.” 
 
3. Syarat-Syarat H}ad}a>nah dan Ha>d}in 
Untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya diperlukan syarat-
syarat bagi h}ad}a>nah dan ha>d}in. Syarat-syarat itu ialah: 
1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak 
melakukan h}ad}a>nah dengan baik, seperti ha>dinah terikat dengan 
pekerjaan yang berjauhan tempatnya denga tempat si anak, atau 
hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja 
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2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah baligh, 
berakal, dan tidak terganggu ingatanya. H}ad}a>nah adalah suatu 
pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang 
bukan mukalaf adalah orang yang tidak dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatanya. 
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan h}ad}a>nah 
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, 
terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat 
merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas 
melakukan h}ad}a>nah. 
5. Jika h}ad}i>nah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan 
mahram dengan si anak, maka h}ad}i>nah itu berhak melakasanakan 
h}ad}a>nah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 
6. H}ad}i>nah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika 
h}ad}i>nah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada 
dalam kesengsaraan. 
7. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan sama 
antara si anak dengan h}ad}in. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai 




8. Seorang yang melakukan h}ad}a>nah harus beragama Islam. Seorang 
non-muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk seagai pengasuh. 
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Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi 




4. Batasan Waktu h}ad}a>nah 
Dalam pelakasanaanya, h}ad}a>nah terbag menjadi 2 periode, 
sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz. Pembagian periode 
berhubungan dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak 
h}ad}a>nah. 
1. Periode Sebelum mumayyiz 
Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur 
tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini setelah melengkapi syarat-
syarat h}ad}a>nah, ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak atas 




Terpilihnya ibu sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan 
hak asuh atau anaknya dengan pertimbangan bahwa ibulah yang lebih 
mengerti dengan kebutuhan anaknya dalam masa tersebut dan lebih 
bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Namun, hak ini akan hilang 
jika ibu menikah dengan lelaki lain yang sama sekali tidak memiliki 
hubungan kekerabatan dengan si anak dan hak tersebut akan 
dilimpahkan pada ayah si anak. 
2. Periode Mumayyiz 
                                                          
32
 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), 
172 
33
 Ibid., 172-173 

































Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai 
menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara 
sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang 
bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat 
menjatuhkan pilihanya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya.
34
 Namun 
kementrian kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatan yang harus 
dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mendapatkan kepentingan 
anak sampai usia 11 tahun.
35
 
E. H}ad{a>nah  dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian dari upaya 
dalam  ragka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang 
bersifat kontekstual, masalah h}ad}a<nah diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 
156: 
       Pasal 105 
Dalam hal terjadinya perceraian : 
a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya; 
b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 
anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 
pemegang hak pemeliharaanya; 
c) Biaya pemeliharaan ditanggun oleh ayahnya. 
Pasal 156 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan had}a>nah 
dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 
kedudukanya digantikan oleh : 
1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 
2. Ayah; 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
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4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 
ibu; wanta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping 
dari ayah. 
b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 
mendapatkan had}a>nah dari ayah atau ibunya; 
 
Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau 
berumur 12 tahun mendapat had}a<nah dari ibunya dan setelah mumayyiz, 
anak dapat memilih untuk mendapatkan had}a<nah dari ayah atau ibunya. 
Imam Syafi‟i berpendapat, bahwa pengurusan anak tidak ada batasan yang 
jelas kapan berakhrinya. Namun, bila ia telah dewasa dipersilahkan baginya 
untuk memilih kepada ibu atau bapaknya. Meskipun pilihan jatuh pada 




Sedangkan yang tertuah pada UU No. 1 Tahun 1974 yang menyangkut 
kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada bab X mulai pasal 45 – 49  
 
Pasal 45 
a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
mereka sebaik-baiknya 
b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban 
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua 
putus. 
Pasal 46 
1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya 
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di 
dalam dan di luar pengadilan 
Pasal 49 
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a) Salah seorang atau orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan 
orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 
saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 
dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
1. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya 
2. Ia berkelakuan buruk sekali  
b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut. 
 
Hadis riwayat al-Barra‟ ibn Azib r.a. mengemukakan: 
 
“Sesungguhnya Nabi Saw. memutuskan (pekara had}a>nah) anak 
perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan 
beliau bersabda: “Saudara perempuan ibunya (al-khalah) ada 
(menempati) pada kedudukan ibu.” (HR. Bukhori)” 
 
Dalam hadis riwayat lain dari Ali r.a., Nabi Saw. 
menyatakan : 
)   
“Anak perempuan pada saudara perempuan ibunya (al-khalah), 
karena sesungguhnya khalah adalah orang tua perempuan 
(walidahnya).” (HR. Ahmad)37 
 
 
F. H}ad{a>nah  dalam UU  No.23 Tahun 2002 
Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan: 
                                                          
37
 Ahmad Rofiq, et al., Hukum Perdata Islam Indonesia …, 199 

































       Pasal 1  
(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  
Pasal 8 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
Pasal 13 
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskiminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainya. 
2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman. 
Pasal 16 
1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
 
Pasal 26 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya. 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.38  
 
G. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
Pasal 1 
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan 
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan deskriminasi. 
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas 
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau 
ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau 
kebawah sampai dengan derajat ketiga. 
4. Orangtua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu 
tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. 
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak. 
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental,intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 
menemui hambatan yang menyulitkanuntuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak. 

































8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 
kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa 
tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang 
lain. 
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 
anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga 
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan 
kesehatan karena orangtua atau salah satu orangtuanya tidak mampu 
menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, 
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, 
bakat, serta niatnya. 
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, 
dan pemerintah daerah. 
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi 
soisal dan atau organisasi kemasyarakatan. 

































14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 
profesional dalam bidangnya. 
15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 
oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan 
jamina  rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan 
jiwa dalam tumbuh kembangnya. 
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, sekseual, 
dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
17. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. 
18. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaiaman dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta 
perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 
 
 
H. Pengertian Anak serta Pola Asuh Anak 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

































hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak-
Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa 
depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi 
serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta 
hak sipil dan kebebasan.  
Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian 
anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun 
manusia yang belum dewasa.
39
 
Menurut R.A. Kosnan “ Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 
muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karenah mudah terpengaruh untuk 
keadaan sekitarnya”.40 Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara 
sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan 
dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan pada posisi 
yang paling di rugikan, tidak meiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka 
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Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang 
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum genap umur 21 




Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-
undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi 
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, 
pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang 
dibebankan oleh hukum. 
Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, 
negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini 
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menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan 
tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki 
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta 
berkemauan keras menjaga kesatuan dan bangsa dan negara. 
1. Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap 
anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak 
sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas 
negatif, matrialistis, dan sebagainya. Biasanya pola pengasuhan anak oleh 
orangtua semacam ini diakibatkan oleh orangtua yang terlalu sibuk dengan 
pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik 
dan mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi 
atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi 
apa. 
Anak yang diasuh orangtuanya dengan metode semacam ini nantinya 
bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak 
berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, 
kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain 
sebagainya baik ketika kecil maupun sudah dewasa. 

































2. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, 
keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang 
saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang 
anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak 
sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. 
Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak 
dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati 
orang-tua yang telah membesarkannya.  
Anak yang besar dengan teknik asuhan anak seperti ini biasanya 
tidak bahagia, paranoid / selalu berada dalam ketakutan, mudah sedih dan 
tertekan, senang berada di luar rumah, benci orangtua, dan lain-lain. 
Namun di balik itu biasanya anak hasil didikan ortu otoriter lebih bisa 
mandiri, bisa menjadi orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan 
lebih bertanggungjawab dalam menjalani hidup. 
3. Pola Asuh Otoritatif adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi 
 kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal 
sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan 
yang baik dari orangtua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan 
baik untuk diterapkan para orangtua kepada anak-anaknya. 
Anak yang diasuh dengan tehnik asuhan otoritatip akan hidup ceria, 
menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orangtua, 

































menghargai dan menghormati orangtua, tidak mudah stres dan depresi, 





I. Cara Mendidik Anak dalam Islam 
 
       Berikut ini cara mendidik anak yang baik diantaranya: 
   1. Baik ibu dan ayah harus kompak memilih pola asuh yang akan  
  diterapkan kepada anak. Jangan plin-plan dan berubah-ubah agar anak 
 tidak menjadi bingung. 
2. Jadilah orangtua yang pantas diteladani anak dengan mencontohkan hal-hal 
positif dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak dipaksa 
melakukan hal baik yang orangtuanya tidak mau melakukannya. Anak 
nantinya akan menghormati dan menghargai orang tuanya sehingga setelah 
dewasa akan menyayangi orangtua dan anggota keluarga yang lain. 
3. Sesuaikan pola asuh dengan situasi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan 
anak. Polas asuh anak balita tentu akan berbeda dengan pola asuh anak 
remaja. Jangan mendidik anak dengan biaya yang tidak mampu ditalangi 
orangtuanya. Usahakan anak mudah paham dengan apa yang kita inginkan 
tanpa merasa ada paksaan, namun atas dasar kesadaran diri sendiri. 
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4. Kedisiplinan tetap harus diutamakan dalam membimbing anak sejak mulai 
kecil hingga dewasa agar anak dapat mandiri dan dihormati serta diharga 
masyarakat. Hal-hal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, membantu 
pekerjaan rumah tangga orangtua, belajar dengan rajin, merupakan salah 
satu bentuk pengajaran kedisiplinan dan tanggung jawab pada anak. 
5. Kedepankan dan tanamkan sejak dini agama dan moral yang baik pada 
anak agar kedepannya dapat menjadi orang yang sholeh dan memiliki 
sikap dan perilaku yang baik dan agamis. Anak yang sholeh akan selalu 
mendoakan orangtua yang telah melahirkan dan membesarkannya 
walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. 
6. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan menyenangkan dengan batasan-
batasan tertentu agar anak terbiasa terbuka pada orangtua ketika ada hal 
yang ingin disampaikan atau hal yang mengganggu pikirannya. Jika marah 
sebaiknya orangtua menggunakan ungkapan yang baik dan tidak langsung 
yang dapat dipahami anak agar anak tidak lantas menjadi tertutup dan 
menganggap orangtua tidak menyenangkan.  
7.  Hindari tindakan negatif pada anak seperti memarahi anak tanpa sebab, 
menyuruh anak seenaknya seperti pembantu tanpa batas, menjatuhkan 
mental anak, merokok, malas beribadah, menbodoh-bodohi anak, sering 
berbohong pada anak, membawa pulang stres dari kantor, memberi makan 
dari uang haram pada anak, enggan mengurus anak, terlalu sibuk dengan 
pekerjaan dan lain sebagainya.
44
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PENGASUHAN ANAK DI DESA DUKUAN  
A. Profil Desa Dukuan Kota Mojokerto 
1. Sejarah Desa Dukuan 
Setiap daerah mempunyai cerita rakyat sendiri-sendiri begitu pula Desa 
Dukuan. Pada jaman kolonial Belanda, Dukuan masih berbentuk hutan yang 
sangat lebat. Ada seorang laki-laki yang bernama Surowono. Beliau sangat sakti 
mandraguna. Oleh karena kesaktianya, beliau membabat alas  di daerah timur 
dari Majapahit sebelahnya Ardhilangu. Semakin hari semakin luas. Saat beliau 
babat alas yang sebelah timur.1 
 
2. Letak Geografis 
 Desa Dukuan satu-satunya desa yang berada di wilayah Paling selatan yang 
berada di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Propinsi di Jawa Timur, 
berada di dalam Pulau Jawa, Indonesia. Dengan luas Desa 187,3 ha, Desa Dukuan 
wilayahnya  dibagi menjadi 6 dusun, 10 Rukun Warga (RW) serta 25 Rukun 
Tetangga (RT). Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran rendah 
meliputi luas tanah sawah 148,6 ha,  ladang atau tegalan 19,10 ha, Tanah di desa 
ini termasuk tanah basah, yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 
19,6 ha, Selain untuk pertanian di desa ini juga terdapat tanah untuk keperluan 
fasilitas umum yaitu lapangan olahraga 1.5 ha, Jarak pusat desa dengan 
RW/Dusun yang terjauh sekitar 15 menit, dengan kecamatan 15 menit, dengan 
kabupaten 60 menit dan propinsi ditempuh 2 jam. Berdasarkan pada lokasi 
1 H. Taslim, Wawancara, Mojokerto 24 Juni 2018 
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penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 
Dukuan secara keseluruhan berjumlah 3.624 jiwa terdiri dari laki-laki 693 jiwa 
dan perempuan 725 jiwa yang mencakup 381 kk.2 
 
3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 
 Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Dukuan dibagi menjadi tiga 
tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar 
masyarakat di Desa Dukuan hidup dengan mata pencaharian industri, berdagang 
dan bertani. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata 
pencaharian yang terbesar adalah petani dengan jumlah 318 jiwa, pekerjaan di 
sector jasa atau perdagangan 18 jiwa dan pekerja di sector industry 107 jiwa.  
Penduduk  Desa Dukuan mata pencahariannya mudah diklasifikasikan , misalnya 
pedagang yang bekerja pada wilayah sendiri.  
 Dimana para pedagang dapat memenuhi kebutuhan pendapatan untuk 
berdagang melalui area yang diperuntukkan untuk lahan perdagangan, yaitu 
terdapat pasar dengan lokasi yang sangat strategis yang berada di tengahtengah 
jalur keramaian daerah Kecamatan Tanjunganom. Tidak dipungkiri juga bagi 
buruh tani pun dapat memungkinkan bekerja dalam satu musim  
dengan adanya aliran irigasi setempat. 
 
4. Keadaan Sosial Pendidikan 
 Ditinjau dari dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa 
Dukuan termasuk sedang karena penduduk yang tidak tamat sekolah menduduki 
2 Solikan, Wawancara, Mojokerto 24 Juni 2018 
 
                                                          

































jumlah terbesar, akan tetapi sebagian ada juga yang sudah tamat Perguruan 
Tinggi / Sederajat. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pendidikan usia 10 tahun ke atas yang buta 
huruf : 258 jiwa  
Penduduk tamat SD : 698 jiwa  
Penduduk tamat SLTP : 239 jiwa  
Penduduk tamat SLTA  : 34 jiwa  
Penduduk tamat D-1  : 5 jiwa  
Penduduk tamat D-2  : 3 jiwa  
Penduduk tamat D-3 : 4 jiwa  
Penduduk tamat S-1  : 6 jiwa  
Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus,  
maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya,  
prasarananyaadalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di  
Desa Dukuan adalah sebagai berikut:  
Play group   `   : 1  
Taman Kanak – Kanak (TK)  : 2 
Sekolah Desar (SD)   ` : 3  
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) : 2  
 Pendidikan Di Desa Dukuan dapat dikatakan sudah mendingan, hal ini dapat 
dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak 
usia dini dan Play Group sampai pada Taman Pendidikan Al-Qur’an. 
 
5. Keadaan Sosial Keagamaan 

































 Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa 
Dukuan adalah warga Nahdhiyin (warga NU). Guna menunjang kegiatan 
kegamaan masyarakat Desa Dukuan, maka diperlukan adanya sarana prasarana 
atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa 
Dukuanadalah sebagai berikut:  
Mushollah : 9 Buah  
Masjid  : 3 Buah  
Jadi berdasarkan jumlah Mushollah 9 buah dan Masjid 1 Buah, jumlah  
tempat ibadah di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten  
Mojokerto ada 10 tempat ibadah. 
 
B. Pengasuhan Anak di Desa Dukuan Kabupaten Mojokerto 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-
cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  
Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari setiap orang tuanya 
yang mana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 
45 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga 

































kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”. Hal ini tentu saja 
menjadi wajib bagi orang tua untuk memberika pengasuhan penuh untuk anak yang 
mana pengasuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi semata. 
Dari hasil penilitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa banyak terjadi 
penyimpangan mengenai pengasuhan anak, dalam hal ini hampir selurah anak yang 
ada di desa tersebut tidak mendapat hak pengasuhan yang penuh dari orang tuanya, 
rata-rata orang tua yang ada di desa tersebut bekerja di luar kota sehingga 
pengasuhan anak yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini tidak maksimal 
dan dari hasil pembicaraan penulis dengan beberapa warga yang bekerja di luar kota 
kebanyakan beralasan materi yang mereka dapatkan lebih besar ketimbang mereka 
bekerja di dalam kota atau bahkan di desa tersebut. Disisi lain banyak anak terlantar 
yang mereka hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah mereka setalah itu mereka 
dibiarkan bermain dan berkeliaran tanpa ada yang memperhatikan. 
 Penulis telah menemukan beberapa sebab dari hasil penelitian lapangan  
yang diperoleh dari wawancara dengan para orang tua dan juga tokoh masyarakat 
yang ada di desa tersebut diantaranya adalah pernyataan dari ; 
1. Keluarga bapak Ahmadi dan ibu Qomariyah mereka berdua kerja di PT 
Ajinomoto yang terletak  di Jl. Raya Taman, Sidoarjo. Penulis menjelaskan 
terlebih dahulu maksud dan tujuan penulis ke rumah beliau dan menanyakan 
pola asuh yang diberikan untuk anak-anaknya, Bapak Ahmadi 
menyampaikan demikian: 
“ya namanya mau membahagiakan anak ya harus butuh banyak uang 
mas dan kalau mengandalkan kita sebagai petani yang hasilnya gak 
setiap bulan ada mana bisa mas jaman sekarang kebutuhan anak juga 
semakin bertambah kalau saya gak nyari tambahan uang bersama 
ibunya ini ya kasian anak juga, yang penting anak sekolah dan ngaji 
sama kebutuhan (sangue) terpenuhi mas”.3 
3 Ahmadi, Wawancara, Mojokerto 20 Juni 2018 
                                                          


































2. Keluarga bapak Maryanto dan bu Ida kali ini kedatangan saya sudah di 
mengerti sama beliau berdua dan sama beliau berdua bekerja di luar desa pak 
maryanto sendiri bekerja di industri mebel dan sang istri bekerja sebagai 
penunggu toko namun toko ini berada jauh dari kediaman dan jam kerjanya 
pun mulai dari jam 09.00 – 21.00 WIB setelah berbincang-bincang mengenai 
pekerjaan beliau kemudian penulis menanyakan apa yang menjadi fokus 
bahasan penulis yakni pola pengasuhan anak dari beliau, Bapak Maryanto 
menyampaikan demikian: 
“Saya kan pulangnya malam mas ibunya juga pulang malam dan 
mungkin saya dirumah jam 7 kemudian menjemput ibunya jam 9 dan 
kita bisa kumpul bareng palingan ya jam 10 malam itu mas kadang 
tole (anaknya) sudah tidur, mau gimana lagi mas kebutuhan ekonomi 
selalu bertambah kewajiban saya kan selesai mas kalok tole (anaknya) 
ini sekolah, ngaji”.4 
 
3. Keluarga bapak Muji dan ibu Latifah keduanya ini bekeraja di PT. Pakerin 
yang bereda di kecamatan Krian, Sidoarjo kali ini penulis berkunjung 
ditemani salah satu perangkat desa sama seperti halnya beberapa keluarga 
yang penulis temui, penulis menanyakan pola asuh yang diberikan kepada 
anaknya namun ada kejanggalan yang penulis alami disini bahwasanya 
mereka (pak muji dan bu latifah) keduanya masih belia dan belum mengerti 
sepenuhnya terkait tanggung jawab mereka yang sebenarnya untuk mendidik 
dan mengasuh anak.”pokoknya saya kerja mas istri saya kerja dan anak saya 
sekolah pulang sekolah dia mau ngapain ya terserah dia mas”. Nyatanya5 
 
4 Maryanto, Wawancara, Mojokerto 20 Juni 2018 
5 Muji, Wawancara, Mojokerto, 20 Juni 2018 
                                                          

































4. Kali ini keluarga dari bapak Andre dan ibu Fitria pasangan muda ini juga 
belum begitu faham bahwasanya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik 
dan mengasuh anak sangatlah besar keduanya bekerja di salah satu 
perusahaan swasta yang berada di kecamatan Rungkut,Surabaya. Sama 
seperti sebelumnya cuman kali ini anak dari pasangan ini sedikit beruntung 
perihal dirumah pak andre dan bu fitria ini ada orang tua mereka yang kadang 
juga sedikit membantu untuk mengasuh anaknya.”nyari kerja di sini gajinya 
sedikit mas kerjanya susah ya mau tidak mau kita harus keluar kota dan saya 
mendapat istri ini juga dari pabrik, kan dirumah juga sudah ada ibu dan 
bapak saya mas kadang ya mereka yang merawat anak saya”. Tuturnya6 
5. Disisi lain ada satu keluarga yang bisa penulis katakan sangat beruntung dan 
sangat bahagia pasalnya keluarga dari bapak Eko dan ibu Devi ini bisa 
membagi waktu mereka untuk bekerja dan mendidik anaknya pak Eko yang 
bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bu Devi 
sebagai tenga pendidik di salah satu sekolah menengah pertama swasta yang 
ada di kota Mojokerto, keluarga ini memiliki cara tersendiri untuk mendidik 
anaknya dengan memberikan hadiah setiap hari asalkan anaknya sholat 
berjama’ah di masjid “ materi saja gak cukup mas buat keluarga ini bahagia 
saya rela melakukan apa saja asalkan anak saya mau sholat dan ngaji”.7 
mungkin sedikit kata yang diucap namun makna yang terkandung 
didalamnya sangat banyak memang benar memiliki banyak uang bukan 
jaminan akan mempunyai keluarga bahagia namun anak sholih-sholiha lah 
yang akan menjadikan keluarga  kita menjadi lebih berwarna,  
6 Andre, Wawancara, Mojokert 20 Juni 2018 
7 Eko, Wawancara, Mojokerto 20 Juni 2018 
                                                          

































Selain dari keterangan beberapa keluarga yang penulis lakukan 
wawancara, ada juga beberapa pernyataan dari toko masyarakat dan sesepuh 
desa diantaranya; 
 
1. Bapak H. Taslim beliau menceritakan kepada penulis bahwasanya banyak 
warga yang memang kerjanya diluar kota dan memang mereka selalu pulang 
pergi untuk kerja yang menjadi petani di desa tersebut ya orangtua – orangtua 
mereka kebesaran gengsi anak muda yang ada di desa tersebut, tuturnya. 
Sehingga banyak anak yang terlihat tidak terawat, tidak mendapat bimbingan 
dari orang tuanya padahal mereka disekolahkan dan dimadrasahkan (ngaji) 
tapi selepas itu ya terserah mereka mau bagaiamana toh apa yang mereka 
lakukan tidak diketahui langsung oleh orang tuanya. Anak-anak kecil disini 
nakal-nakal mas ya mungkin karena ketidak fahaman orangtua dalam 
membimbing dan mendidik anak dari kecil sampai dia benar-benar mengerti 
akan kehidupan, tuturnya lagi.8  
 
2. Kali ini pernyataan dari kepala dusun bapak solikan beliau menyatakan 
bahwa itu memang sudah menjadi kebutuhan dan memang sudah menjadi  
keputusan yang terbaik yang mereka ambil namun banyak keselahan yang 
saya lihat dari keluarga-keluarga disini mereka lebih mementingkan 
kebutuhan materi ketimbang melihat perkembangan anaknya memang semua 
anak disini sekolah mas tapi ya itu hak mereka belum terpenuhi sepenuhnya 
mereka hanya dididik oleh guru-guru mereka selepas itu ya urusan mereka 
masing-masing mau kemana pasalnya orang tua mereka juga tidak terlalu 
8 H. Taslim, Wawancara, Mojokerto 24 Juni 2018 
                                                          

































memperhatikan sepulang mereka kerja kadang ya sudah sibuk dengan 
sendirinya pengennya saya sih mas ya ada kayak seminar atau workshop lah 
biar masyarakat itu tau akan tanngung jawab yang harus diiembannya saya 
juga pernah beberapa kali ketika ada acara peringatan hari besar Islam 
ngadakan pengajian yang temanya mesti saya kerucutkan ke masalah 
keluarga tapi ya kembali lagi ke pribadinya masing-masing mas toh itu juga 
kebutahan mereka pribadi saya sebagai kepala dusun ya itu yang bisa saya 
lakukan untuk warga saya. Tuturnya  9 
9 Solikan, Wawancara, Mojokerto 24 Juni 2018 
                                                          
































HASIL ANALISIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2002 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 
bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  
Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari setiap orang tuanya 
yang mana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua dan keluarga bertanggungjawab 
menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”. Hal ini 
tentu saja menjadi wajib bagi orang tua untuk memberika pengasuhan penuh 
untuk anak yang mana pengasuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi semata. 
 
A. Analisis UU No 23 Tahun 2002 terhadap Hak Pengasuhan Anak 
Berdasarkan hasil yang telah penulis terima dari beberapa 
narasumber yang telah penulis lakukan wawancara bahwasanya masih 
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banyak orang tua yang tidak mengerti atau bahkan acuh terkait hak anak 
yang harus diberikan oleh orang tuanya  dalam hal ini telah dijelaskan di 
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak) 
dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anaj dan hak-hak 
nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuia dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Dalam hal ini dijelaskan 
pula dalam pasal 1 ayat (6) bahwasanya “ Anak terlantar adalah Anak 
yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial”. Jelas bahwasanya anak yang kebutuhan 
sosialnya tidak dipenuhi oleh orang tuanya dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak ini dikatakan anak yang terlantar. Hal ini 
menunjukkkan bahwa masih banyak orang tua yang ada di desa tersebut 
yang tidak faham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagi orang tua 
untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga dalam hal ini masih banyak 
anak  terlantar yang ada di desa tersebut.  
Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan tentang 
hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 
dimana yangdimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban 
yang dimulai sejakanak dilahirkan hingga sampai anak itu kawin atau 
sudah dapat berdiri sendiri. Jelas disini bahwa orangtua wajib hukumnya 

































memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, disini arti 
mendidik bukan hanya ketika anaknya itu mendapatkan sekolah terbaik 
namun justru peranan orangtua lah yang diharuskan ada disini guna 
menjadikan anak-anak mereka menjadi yang terbaik. Memelihara anak 
dengan baik artinya orangtua lah yang sebenarnya harus tau bagaimana 
tingkah laku anak sehari-hari, perkembangan anak, kebutuhan anak 
tercukupi atau tidak. Disini jelas bahwasanya Undang-Undang No 1 
Tahun 1974 ini mengharuskan untuk setiap orangtua supaya benar-benar 
memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan cara 
ikut memelihara dan mendidik anak secara langsung. 
Dijelaskan juga didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang 
terdapat dalam pasal (1) ayat 11 yang berbunyi: Kuasa asuh adalah 
kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, 
melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang 
dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta niatnya. Disini 
dijelaskan juga bahwasanya sudah menjadi sebuah kewajiban dan 
tanggung jawab orangtua untuk mendidik, mengasuh, dan bahkan 
membina anaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Bahwa 
keikutsertaan orangtua dalam mendidik anak sudah menjadi kewajiban 
yang diatur dalam Undang-Undang selayaknya orangtu harus mengetahui 
pertumbuhan serta perkembangan anak-anaknya dan sudah menjadi 
keharusan orangtua dalam memberikan  pengasuhan yang terbaik untuk 
anak-anaknya. 

































Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang 
terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Orangtua berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik,  
melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 
kemampuan, bakat, minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia 
anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 
pada anak”. Dalam  hal ini peranan orangtua dalam mendidik anak 
merupakan suatu keutamaan oraangtua lah yang menjadi subjek dalam 
perkembangan anak kedepannya bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 orangtua diharuskan menjaga supaya anaknya 
tidak menikah diusia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, 
jelas bahwa orangtua diharuskan tau perkembangan anaknya dari kecil 
hingga dewasa sekalipun. 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak Pengasuhan Anak 
Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis sebagaimana yang telah 
penulis tuangkan di dalam hasil penelitian bahwasanya sebagian masyarakat 
yang ada di desa Dukan ini tidak faham dengan tanggung jawab mereka 
sebagai orang tua untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya mulai dari 
kecil sampai dewasa.  
Disisi lain keluarga-keluarga yang ada di desa ini yang kurang 
memahami akan tanggung jawab mereka sebagi orangtua sehingga 
meninngalkan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, mereka hanya 

































mementingkan kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan apakah kebutuhan 
anak dalam hal ini kasih sayang langsung dari orangtuanya sudah 
terpenuhi justru keluarga seperti ini adalah yang madharat kebutuhan 
ekonomi memang terpenuhi dengan baik tetapi keluarga yang dalam hal 
ini menjadi tempat untuk pulang dan anak yang akan meneruskan 
perjuangan dari orangtuanya serta akan menjadi pahala apabila orang 
tuanya meninggal tidak harmonis dan tidak bahagia. Bukankah 
kebahagiaan bukan hanya dari sekedar materi namun keluarga yang 
harmonis dan anak yang sholeh-sholiha lah justru yang akan membuat 
keluarga ini selalu terkesan bahagia di dunia bahkan di akhirat kelak.  
Adapun dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwasanya 
kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya adalah sebuah keharusan  
seperti yang dijelaskan di dala Surat An-Nisa ayat 09 
                            
           
Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 
sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakan mereka 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraanya) oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar”.>1 
Jelas-jelas ayat diatas telah menjelaskan  bahwasanya Allah SWT 
membenci apabila ada orang tua yang sengaja tidak memperhatikan atau 
bahkan meneleantarkan anaknya tanpa perhatian sedikitpun dari 
1 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: Widya Cahaya,2011) 121 
                                                          

































orangtuanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap orang tua yang ada di 
dunia ini diharuskan agar memberikan pendidikan utamanya pendidikan 
yang mendasar dari keluarga kecil mereka sendiri dan dalam hal ini 
pendidikan yang harus mereka dapatkan bukan hanya dari sekolah maupun 
taman pendidikan al-qur’an melainkan juga harus adanya bimbingan dari 
orang agar suatu saat anak ini bisa memiliki moral dan jiwa sosial yang baik. 
                              
                                  
           
Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) 
dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 
kepadanya, maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung 
kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan(beberapa 
waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya(suami-istri) 
bermohon kepada Allah, Tuhan mereka(seraya berkata), Jika Engkau 
memberi kami anak yang saleh, tentunya kami akan bersyukur.”2 
  Bahkan dalam ayat diatas dijelaskan kepada kita semua untuk mendidik 
anak kita walaupun masih dalam kandungan hal ini tentu saja menjadi 
pelajaran sangat berarti buatk kita semua tentunya agar kelak apa yang kita 
inginkan untuk mendapakatkan anak yang sholih-sholiha bisa terwujud. 
Harta melimpah tidak akan menjamin sebuah keluarga bisa bahagia namu 
hadirnya anak sholih-sholiha lah yang bisa menjadikan warna dalam keluarga 
tersebut. 
2 Ibid,546 
                                                          

































  Jadi, dari hasil analisis tersebut bahwasanya banyak metode pengasuhan 
yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan bukan berarti 
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Dukuan 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ini salah karna tidak sesuia 
dengan apa yang sudah dijadikan pedoman warga Negara Indonesia yang 
tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002. 


































1. Pengasuhan yang ada di Desa Dukuan ini masih banyak kekurangan, banyak 
orang tua yang meninggalkan anaknya begitu saja tanpa adanya pengasuhan 
terlebih minimnya pendidikan dari masyarakat itu sendiri , keadaan atau wilayah 
desa tersebut yang berpontensi sehingga banyak masyarakatnya yang mencari 
pekerjaan diluar dari desa tersebut di buktikan masih banyaknya masyarakat yang 
tidak faham akan tugas yang diembannya sebagai orang tua. 
2. Dari hasil analisis tersebut bahwasanya banyak metode pengasuhan yang 
diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan bukan berarti permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat Desa Dukuan Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto ini salah karna tidak sesuia dengan apa yang sudah 
dijadikan pedoman warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 
 
B. Saran 
Bagi para orang tua dimanapun berada lebih bijaklah dalam membagi waktu antara 
pekerjaanj dan mengasuh anak, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru 
yang timbul di masyarakat, bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan 
pergaulan bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dan 
dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan , bagi para ilmuan untuk lebih 
memperdalam kajian teori tentang pengasuhan anak karena kurangnya referensi yang 
65 
 

































dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga dengan adanya kajian lebih lanjut 
diharapkan dapat melengapi kajian-kajian yang ada sebelumnya 
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